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ABSTRAK 

 

Tesis yang berjudul Reformulasi Kewenangan Lembaga Negara dalam 

Penguatan Ideologi Pancasila adalah penelitian untuk menjawab pertanyaan dari 

rumusan masalah reformulasi kewenangan lembaga dalam penguatan ideologi 

Pancasila dan penataan system kelembagaan dalam penguatan ideologi Pancasila. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang akan 

menilik adanya lembaga Negara yang perlu direformulasi lembaga tersebut seperti 

BPIP, Lemhannas,  Direktorat Bina Ideologi dan lembaga yang lain. Adapun 

pendekatan yang kami pakai yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan 

(statute approach), pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan 

konsep (conseptual approach). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan pengkajian 

dari aspek keberadaan lembaga Negara baru dalam hal ini BPIP yang secara 

eksistensi tugas dan fungsinya terdapat kesamaan dengan lembaga Negara yang 

telah ada sebelumnya yakni Lembaga Ketahanan Nasional dan Direktorat Bina 

Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Hal tersebutlah yang kemudian memberikan 

kesan adanya kegemukan organ kelembagaan yang pada hakikatnya tugas dan 

fungsi penguatan ideologi Pancasila tersebut cukup diberikan pada satu lembaga 

Negara saja. Oleh sebab itu, dalam rangka menghilangkan kesan kegemukan 

organ kelembagaan dan membangun idealitas eksistensi kelembagaan perlu 

dilakukan penataan kelembagaan dalam rangka untuk dapat memaksimalkan 

eksistensi, peran dan fungsi kelembagaan Negara yang sudah ada.  

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu memberikan tugas dan fungsi 

penguatan ideologi Pancasila ke satu lembaga Negara saja, dalam hal ini peneliti 

merekomendasikan untuk memberikan tugas dan fungsi tersebut kepada 

Lemhannas dengan cara melakukan alih fungsi dan tugas dari BPIP kepada 

Lemhannas. 

 

Kata Kunci : Reformulasi Kewenangan, Lembaga Negara, Ideologi Pancasila 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

 
 

vii 
 

ABSTRACT 

 

The thesis entitled Reformulation of the Authority of State Institutions in 

Strengthening Pancasila Ideology is research to answer questions from the 

formulation of the problem of reformulation of institutional authority in 

strengthening Pancasila ideology and structuring institutional systems in 

strengthening Pancasila ideology. 

This research uses the type of normative legal research, which will examine 

the existence of state institutions that need reformulation of these institutions such 

as BPIP, Lemhannas, Directorate of Ideology Development and other institutions. 

The approaches we use are the statutory approach, the historical approach and the 

conceptual approach. 

The results of this study indicate that after conducting an assessment of the 

aspects of the existence of a new state institution, in this case the BPIP, whose 

duties and functions exist in common with the existing state institutions, namely 

the National Defense Institute and the Directorate of Ideology and National 

Insight. It is this which then gives the impression that there is an obesity of 

institutional organs which in essence the task and function of strengthening the 

Pancasila ideology is sufficient to be given to only one State institution. 

Therefore, in order to eliminate the impression of institutional organ obesity and 

build the ideality of institutional existence, it is necessary to carry out institutional 

arrangements in order to be able to maximize the existence, role and function of 

existing state institutions. 

The recommendation from this study is to give the task and function of 

strengthening Pancasila ideology to only one State institution, in this case the 

researcher recommends giving the task and function to Lemhannas by transferring 

the functions and tasks from BPIP to Lemhannas. 

         

Keywords: Authority Reformulation, State Institutions, Pancasila Ideology 
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